WALIKOTA KUFPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGS] SERTA TATA
KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

Menpingat

ROTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALKOTA KUFANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Menteri Pendavagunaan Aparatur Nesara dan Reformasi

Birpkrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanzan

Struktur Orgamsasi pada Instansi Pemerintah untuk

Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja 1Jinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Kupang;

1.

Pasal 18 ayat {6)] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Deerah Tingkat [ Kupang
{Lembartarn Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 3633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembarsn Negara Republik

Indonesia Teahun 2014 Nomor 244, Tambaban

Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 5587)
sepagaimana telgh diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 11 *Tahun 2020



tentang Cipta. Kerjga (lembaran Negara Republik
Indonesja Tahun 2020 Noemeoer 254 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 637 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembamen Negara Republik
lndonesia Tahun 236 Nomor 114, Tambahan
Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomer 72 Tahun 2019 Tentang Perubzhan
Atas Peramuran Pemerintah Nomer I8 Tabun 2016

tentang Perengkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 24019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatiir Nepara
dan PReformasi Birokrasi Nomor 25 Telgn 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
2440);

Peraturan Dacrah Kota Kupang Nomor 13 Tabun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota kupang Tahun
2016 Nomae 13, Tambehan lembaran Daerah Kola
Kupang Nomor 273] sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Drerah ¥pota
Kupang Nomor 6 Tahlun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kola Kupang Nomor 13
Tehur 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Kupang [Lembaran Daerah
Kota Kupsmg Tehun 2019 Nomor 06, Tambahan
l.embaran Daerah Kota Kupang Nomor 283);



MEMUTUS KAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA  TENTANG  KEDUDUKAN,
SUSUNAN  ORGANTSASI, TUSAS DAN FUNGS] SERTA
TATA KERJA DINAS - PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA KUPANG.

BAE |
KETENTUAN UMUM

Pagal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Whalikota adalsh Walikota Kupang,
4, Sekretaniat Daerah, sclasijutnya dizebut Setda adalah Sekretariat Daerah
Kora Kupang.
Sekretaris Dagrah, selanjutnya disebut Sekda adalabh Sekretaris Daerah

e

Knta Kupang.

6. Dinas Pendidikan yang selanmutnya disebut Dinas adalah Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

7. Jabatan Administrasi adalah sckelempok jabatan yang bersi fungsi dan
tugas berkaitan denpan  pelayanan  publik  serla  administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

B Jebatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi lungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Pejmbat Fungsional adalah Pegawai ASN vang menduduki Jabatan
Fungsional pada mstansi Pemeringah.

10.8ub Kpordinator adalah pejabar fungsional jenjang ahli muda vang
ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas vang diamanatian, taik
yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas
jabatan administrator di lingkup unit kera.

11.Unit Peiaksane Teknig Daerah vang selanjutnya disebut UPTD alalah
Unsur Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Eola Kupang,

¢



BAB It
KEEQUDUKAN DAN STRUKTUR GRGANISASI

Pagal 2

[}) Dhnas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah,

[2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
vang berkedqudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalul sekretaris daerah.

% Dinps: sebagaimanz  dimaksud peda ewat |1} mempunyai  tugas
membantu Walikota melakeanakan Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan serta
Tugas Pembantuan.

(4 Dinas dalam melaksanskan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyelenggarakan flunpgsi:

a perumusan kKebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;

L pelaksanaan kebijaken daerah & bidang pendidikan  dan
kebudas aarn;

¢ pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidanp pendidikan
dan kebuda yaan;

d pelaksanaan administrasi dines daerah di bidang pendidikan dan
kebudayaan: dan

e pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Walikota terkait dengan
tugas Can Mingsinya.

Pasal 3
|1} Dinaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1} merupakan Dinas
Tipe A dengan susunan orpanisas terdin aias ;
a. Kepala Dhnas;
b. Sekretariat, dengan 1 (satu) Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaty
c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonfiormal, terdird dari -
1. 8Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
d Bidang Pembinaan Pendidikan Dagai. terdir] dari:
1. Seksi Kunkulum dan Penilaian;
2. 2eksi Kelembagaan dan Saranga Prasarana; dan

e Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dar: :



(2)

(3

4

()

(6]

()

(2

1. Seksi Pendidik dan Tenage Kependidikan PAUD dan Pendidilan
Nonformat

2. Seled Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
{ DBidang Kebudayaanm;
g HKelompok Jabatan Fungsional;
It Batuan Pendidikan/ UPTD.
Sekretariat sehagaimana dimalsud pada ayat (1] muauf b, dipimpin oleh
sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Linas.
Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kkepala Bidang yang berada d
bawah bertanggung jaweb kepade Kepala Dinas.
Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
hertanggungiawab kepada sekretaris.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi vang berada & bawah
dan bertanggung jawab kepada kepale bidatg.
Bagan Susunan Struktur Organisasi schagnimana dimaksud pads avat
(1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagiap yang tdak
terpisahkan darn Peraturan Walikota mi.

BAR 1
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal4

Sekrelarial mempunyal tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan

{ugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unit organisasi di lingleungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayac (i),

Sekretariat mempunyal [Ungss

a. pelaksanaan kootdinasi kegiatan di lingkungan Dinas;

b, penyusunan rencana, program dan anggaran Dinss:

¢ pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Dinas vang
meliputi  penyelenggarasii urusan ketatausahaan rumah tangga,
Lketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan, keuangan, kepasama,
hukum, organisasi, hubungan masyarakat dan Keprotokolan,
kearsipan dan dokumentasi

d pelaksanaan menitoring, cvaluasi den pelaporan pregram kerja dinas;
dan

c. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan’



)

(2}

{1]

{2

Pasal 5
Sub Bagian Umum dan Kepegawsian, mempunyai tugas melaksanakan
tugas sekretariat lingkup admimsirasi ummum dan kepegawaian Dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1L Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungst:

a, melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian

Dines

b melakukan  penylapan  bazhan dan  pelaksanaan  uru.san,

ketatalaksanaan, kepustakeaan, tafa persuratan, kearsipan dan

dokumentast lingkup Dinas;

c. melakukan penyiapan baban dan pelaksanzan urasan hubungan

masyarakat dan Keprotokalan lingkup Dinas;

d. melakukan penviapan bahan dan pelaksanann penatean organisasi

sorta peraturan perundang-undangan lingkup Dinas; dan

e. ‘melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan cleh atasan.

Pasal &

Bidang Pembinzan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai lLugas

merencanekan, melaksanakanmengkoordinasikan dan mengendalilkan

kegiatan i bidang pembinaan PAUD dan pendidikan Nonformal

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pembinaan PAUD dan Pendidikan Norformal mempunysi fun pai:

.

penyusunan bahan perumtsan dan koordinasi pelaksanaan lebijakan
di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarena presarana,
gerta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan anak usia
dini dan pendidikan Nonformal

pelaksanaan kebijkan di bidang kurikulum dan penilaian kelembiagaan
dan sarana prasarana, sertR peserta didik dan pembangunan karalkter
pendidikan snak usia dinl dan pendidikan Nonformal:

penyusunan bahan penetapan kurikulum mugtan lekal pendidikan
nonformal;

penyusunan bahan penerbilan isin pendirian, penataan, dan penutupan
setuan pendidikan anak usia dini dan pendidiksn nonfiormal;
penyusunan behan pernbinaaan urikulum dan penilaian, kelembagazn
dan sarana prasarang, serta peserta didik dan pembangunan lkarakier
pendidikan anak usfa dini dan pendidilkan nonfihrmat; '



(1)

(2)

{1}

(2

pelaksanagn pemantauzn dan evaluasi di bidang lkurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarans, serta peserta didik dan
pembangnan karakter pendidikan anak usia ding, dan  pendidikan
nonformal: !

pelaporan d bidang kunkulum dan penilai an, kelembagaan, dan saram
prasarana, serta peseria didik dan pembangunan karakier pendidikan
amal usia dini dan pendidikan nonformal, dan

pelaksanann tugas dinas lan yang diberikan oleh atasan,

Pasat 7

Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunval tugas melakukan penviapan
bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis kurilulum dan penilaian,

Untuk meleksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Kurikulum dan Penilaian mempunyai fungsi

il

melaksanakan penvusunan bahan perumusan, koordinasi pclaksanaan
kebijakan hkurikulum dan penilaian pendidikan anak ugia dini dan
pendidikan nonfonmnal,

melalksanaitan penyusunan bahban penetapan kunkulum muaten lokal
dan penilaian pendidikan nonfarmal;

melaksanakan penyusunan dan bahan  pembinaan  pelaksanaan
kurilulum dan penilaian pendidikan ansk usia dini dan pendidikan
nonformal;

melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan  evaluasi
pelaksanzan kurikulum dan penilaian pendidikan snak usia dini dan
pendidikan nonformal;

melaksanakan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan
anak uaia dini dan pendidikan nonlormal; dan

melaksanakan tugss dinas lain yang diberikan vleh atasan,

Fasai 8

Sekst Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan

penyiapan baban perencanaan, perumusan kebijaken teknis kelembagaan

dan sarana Prasdrana.

Untuk melaksanakan tugas sebapaimana dimaksud pada sawvat (1), Scksi

Kclembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai Cungsi

L



1}

(2}

Melaksanakan penyusunan baban perumusan koordinesi pelaksanaan
ikebtjakan kelembagaan dan sarana prasarane pendidikan anak usia dim
dan pendidikan nonformal;

Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana
prasarana pendidikan anak usia dint dan pendidikan nonformal;
Melaksanakan penyusunan hahan penyusunan bahan penerbitan izin
pendirian, penatzan, dan penuvtupan satuan pendidikan analc usia dind
dan pendidikan nonformal;

Melaksanakan penyvusunan balan pemantauan dan  evaluasi
kelembagaan dan sarane prasarana pendidikan anal usia dni dan
pendidikan nanformal;

Melaksanalkan pelaporan & hidang kelembagzan dan sarana prasarana
pendidikan anak Usia dini dan pendidilkan nonlormal; dan

melakganakan tugas dinas lain yang diberikan cleh atasan.

Pasal ©

Bidang Pembinaan Fendidikan Dasar mempunyai tuigas merencarakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiaran d bidane

pembinaan pendidiken dasar

Untuk melaksanakan tugas sebagamana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

(= R

penyusunan bahan perumusan  dan koordinas: pelaksanaan kebyjakan o
bidang kurikulum dan penilaian, kelem bagasn, dan sarana pras:waana,
serta peseria didik dun pembangunan karakter Pendidikan dasar;

pelaksana kebijakan di bidang kurikulum dan penilzian, kelembagaan,
dar sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakier

pendidikan dasar;

penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lbkal pendidilkan
dasar;

penyusunan baban penerhit:in izin pendirian, peng&taan, dan penutupan
pendidikan dasar;

penyusunan  Dhahan  pembinasn  bahan kurikulum  dan  penilaian,
kelembagaan. dan sarana prasarana, serta peserfa  didik  Jdan
pembangunan karakter pendidikan dasar,

penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah  yang

penuturnya dalam daerah;

X .



1)

)

(1)

2}

g pelaksanaan pemantavan dan evaluasi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarama preaarana sata peseria didik dan
pembangunan karakter pendidikan dasar:

h pelaporan di bidang kurikulum dan penilajan, kelembagean dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan
dasar; dan

1. pelaksana:sm tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyal tuges melakukan penyiapan

bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis kurikulum dan penilaian,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Selsi

Kuokulm dan Penilajan mempunyai fungsi :

#, menyustdn  bahan  perumusan, koordinzal pelaksanaan kebijakan
kurikulum dan penilaian pendidikan anak ngia dim dan pendidikan
nonformal:

b. menyusun bahan penetapan kurinilum muaran lokal dan  penitaian
pendidikan nonformal;

¢ menyusun bahan pembinasn pelaksanaan kurkulum dan penilaian
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonfi>rmal,;

d. menvusun bahan pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kurkulum dan
pemlaizn pendidikan anak usia dion dan pendidikan nonformel;

e, melaksanakan pelaporan i bidang kurikuium dan penilaian pendidikan
anak usia diri <an pendidikan nonformal; dan

[ melaksanakan tugas kedinasan vang diberikan atasan.

Pagal 11
Sekai Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunlyai tugas melakukan
nenyiepan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis kelembagaan
dan sararn prasarana.
Untuk melsksanakan tugas sehegaimana dimaksud pada ayat {1), Scksi
Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai lungsi:
a4 menyusun baban perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan
kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;
b. menyusun bahan pembinaan Welembagaan dan sarama prasarana
penddidikan amsk usia dini dan pendidikan nonformal; ¢

il s



(1)

(2}

¢ menyusun bahan penyusunan bahan penerbitan iz pendirian,
penataan, dan penutupen satuan pendidikun anak usie dini dan
pendidikan nonformal;

d meayusun bahan pemaniauan dan evaluaai kelembagaan dan sarana
prasarang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nenformal,

e. melaksanakan pelaporan d bidang kelémbagﬂan dan samna prasarana
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan

{ melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan olch atasan,

Prsal 12

Bidang Pembinaan Keténagaan mempunyai iugas merencanakan,

meleksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang

pembinaan ketenagaan.

Untuk melaksanakan topas sebagaimana dimalesud pada ayat (1, Bidang

Pembi naan Ketenagaan mempunyal fungsai:

a. peryusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan i
bidang prmbinaan pendidik den tenage kependidikan pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, sekelah menengah pertama <dan pendidikan
nonformsal, serta tenaga kebudayaan;

b penyusunan bahan kebijakan & bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak wvesia dini, pendidikan dasar, sekolah
menengah pertama, dan pendidikan Nonformal serta tenags kebudaxaan;

¢. penyusunan hahan rencana pendidikan dean teénaga kependidikan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, sekolah menengah
pertama, dan pendidikan Nenformal;

d, penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan analk usia dini, pendidikan dasar, sekolah menengall pertama
dan pendidikan Nonformal;

€ penyuSunan babhan rekomendasi pemindaban pendidik dan tenaga
kependidikan dalam daerah;

f. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenags cagar budava dan
permuseuman, tenaga kesejarahan. tenaga tradisi, tenapa kesersan, dan
teraga budaya lainnya;

g penyusunan bshan pemantaunan dan evaiuasi i bidang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidik anal usia dini, sekolah
dasar, sekelah menengah pertame den pendidikan Nonformmal serta

tenage kebudayaan;



(1)

(2

i

(2

h. pelaporan di bhidang pembinasn pendidik dan tenaga kependidikan
pendidik anak usis, pendidikan dasar, sckolah menengah pertama, dan
pendidi kan Nonformal serta tenaga kebudavyaamdan

i pelaksanaan tmgas dinas lnin yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidiken Nonformzl

menmpunyai tugas melakukan penyviapan bahan persncanaan, perumusan

kebijakan teknis pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan

Nonformal.

Untuk melaksanagkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pendidile dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nanforrnal

mempunya fungsi

a. menyusun hahan perumusan, koordinasi pelaksanan kebijakan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidilean amak usia dmni dan
pendidikan Nonformal;

b menvusun bkahan rencana  kebutuhan, relkomendast pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidik usia dini dan pendidik
Nonformal;

¢ menyusun bgshan pembinaan pendidik dan  iemaga  kependidikan
netdidikan anak usia dinl dan pendidikan Nenformal;

d menyusun bahan pemantauan dan evaliias) pelaksanzan pembinaan
petididik dan Llenaga kependidikan pendidikan amak usia dini dan
pendidikan Nonformal;

g, menyusun pelaporan d bidang pembinazn pendidik atau tehaga
kependidikan pendidi<an anak usia dini dan pendidikan Nonformal; dan

f melaksanekan tugas dinas lain yang diberikan oleh stasan.

Pasal 14
Seksi Pendidik dan Tengga Kependidikan Pendidikan dasar mempunyai
tugas melekukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
I#knis pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakswd pada avat (1), Seksi
Pendidik «dan Teraga Eependidikan Pendidikan dasar mempunyai fungsi;
a menyusun bahan perumusan koordinasi pelaksanaan  kebijakan
pembinaan pendidik dan tenagn kependidikan sekolah dasar dan
sekolah memengah pertama; '

g



(1

(2

menyusun bahan tencana  kebituhan, tekomendasi, permmindahan
pendidik dan tenapa kependidikan pendidikan dasar dan sekolah
menengah perrama,

menyusun haban pembinaan pendidik dan tenaga  kependidikan
pendidikan dassr den sekolah menengah pertama;

mensusunr bahen pemantauan dan evaluasi pelaksansan pembinaan
pendidik dem tenaga kependidikan pendidikan dasar dan selwolah
menengah pertama;

melnksanakan pelaporan & bidang pembinean pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah dasar dan sekalsh menengah pertama; dan
melakaanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan,

Pazal 15

Hidang Kebudasman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengknordinasiken dan mengendaliken kegiatan & bidang kcbuday rsan
Untak melaksanakan tugas sebagaimana dimaicsud pade syar (1), Bidang
Kebudayaan mempunyai fuongs:

+

peiiyusunan baban perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijalkarn
di bidang pengelelaan cager budaya. pengelolaan museum, pembinzan
scjargh, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adal,
dan pembinaan kesenian,

penyusunan bahan pembinaan & bidang pengelolaan capar budava,

pengelelean mussum, pembinaan sejarah, pelesterian  tradisi

pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
penyusunan bahan pengelolaan  kebudayaan yang masyarakat
pelakunya dalam daerah;

penyusunan bhahan pelestarian tradisi masvarakat vang penganutnya
dalam daerah:

penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang
masvyarakat penganutnya dalam daerah;

penyusunean bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya
dalam dasrah;

penyusunan bahan pembinaan semrah lokal daerah;

penyusunan balan penetapan cagar budaya dan pengelulaan cagar

budaya daerah;

ne



(2]

(3

]

(2)

(3)

1]

(2}

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 16
Pada Dinas dapat dibentuk UPTD tertentu untuk melaksanakan kegiatan
teknis operazional dan/atau kegiaten telmis penunjang yvaog menjadi
kewenangan.
UPTD sebagaimana dimaksud pada avat (1] merupakan, bagian darn

Peranghkat deembh yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Ketentuan lebik lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susumnan
organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebapaimana dimaksud pada ayat (1) di
atur dengan peraturan Walikota

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17
Kelompok Jahatan Fungsional pada Dinas bersifal teknis sesuni keahlian
dan kebutuhan,
Kelornpok Jabatan Fungsional sebagiimana dimaksud pada avat (1) terdiri
dari sejumizh tenaga jabatan fungsional wang terdapat dalam berbagai
kelompak sesual dengan hidang keahliannya.
Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beéban kerjp vang diatur scsuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada pelabat tinggi madya, pejpbat pimpinan tinggl pratama,
pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memilild keterkaitan
den pan pelaksanaan tpgas Jabatan Fungsional
Penentuan berkeduduken dan bertangsune jawab sccara langsung
scbagaimana dimaksud pada avat (1] disesuaikan dengan struktur

Organisasi,

’r '



(3

Helompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub Koordinalor Jatmatan

Fungsional vang ditetapkan okh pejbat Pembina Kepegawaian alas

(4)

(A

(4

12)

(3)

(4)

usulan pembatl yang berwenang.
Sub Koordinator sehagaimana dimaksud pada ayat (3] melaksanakan tugas
peniusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, ‘pemantauan dan
eveluasi, serta pelaperan pada satn kelompok subsiansi pads masing-
masing pengelompokan fungsi jabatan admi nistraior

Sut: Koordinator sebagrimana dimaksud pada ayat {4, terdiri atas:

sulr koordinator substansi keuengan dan perlengkapan;

sub koordinator subsiansi perencanazan, evaluasi dan pelaporan;
sub koordinator subslansi peserta didik dan pembangunan karakter:

sub koordinalor substansi peserta didik dan pembangunan karakter:

sub koordinater substansi tenaga kebudavaan;

S 8 BlE B

suh koordinarer substansi Kesenian:

sub koordinator substansi cagar budsva dan mussum; dan
sub koordinator substansi sejrah dan tradisi

=g

BabB vl
TATA KER JA

Pazal 19

Dalam melaksapakan tugasnya, setap unsur organisagi  wajib
menerapkan prinsigp koordinasi, intcgrasl dan sinkronisasi baik dalam
lngkungan masing-masing médupun antar satuan  organisasi  di
Ingkungan pemerintah dacrah serta dengan instansi lain di luar
pemerintah dagrah scsnai dengan tugas mssing-masing.

Setiap unsur organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing
dan tvla terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah vang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap unsur orgarisasi  wajip bertanggung jawsb memimpin dan
mengkoordinasi kan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingen serts petun juk bagi pelaksanaan tugas bawghannva.

Setiep unsur organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang
diberikan dan bertanggungjawab kepada atssan masing-masing serta
menyiapkan dan men yampaikan laporan baik insidentit maypun berkala
pada waktlinys.



(%) Setiap laporan vang diterima olsh setiap unsur crganisasi wajb diclah
dan dipergunakan sebagai baban untuk penyusunan laporan ebih lanjut
dan untuk membernkan petunjuk kepada bawahan.

(6} Sedap bpor:in vang disampaikan kepada atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan pula kepada =satuan oprganisasi lainnya yeng Secem
fungsional mempunyai hubungan kenja.

(¥} Dalam melaksanakan Cugas, Seliap unsur organisasi dalam  lingkup
organisas] dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka
peniberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

BAE VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasgal 20
Pada saat Peraturan Walikota ind mulai berlaku, pejabat vanpg ada tetap
melaksanekan tugasnya sampai dengen ditetaplan pejsbat yang baru
berdasarlan Peraturan Walikota ini



BAB VII

KETENTUAN PENUTUF

Pasal 2i -
Pada saat mlai berlakunya peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota
Kupang Nomor 32 Tahun 2016 ilentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Funpsi serza Tata Kerja Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang
{Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 225) dicabut dan dinyatakan
tidak berlakw

Pasal 2J
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintehkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kala Kupang,

Ditetapkan d Kupang
pada tangenl 31 Desemberr 2021

/&’WALIEE\#’ TA KUP .IFLN G,

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 Desember 2021

l-SEKRETARIS DAERAI EOTA KUPANG,/ﬁ/

FIT’ ESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA RKUPANG TAHUN 2021 NOMORE 551
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